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Abstrak
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Baper-
mas, Perempuan & KB) mempunyai peran untuk melaksanakan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Sum-
ber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan 
Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang 
Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. Artikel ini membahas 
tentang peran Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan 
kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, Baper-
mas, Perempuan & KB Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekono-
mi Masyarakat telah membina Kelompok Bina Keluarga Berencana seperti Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan 
Kelompok Bina Keluarga Remaja. Bapermas, Perempuan, KB setiap bulan juga telah 
melakukan pelatihan, penyuluhan dan mengevaluasi serta  memonitoring kegiatan 
tersebut. Faktor Penghambat Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam 
meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah kurang adanya kesadaran masyarakat  
untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga masih kurang, tenaga 
pendamping masih sangat terbatas lalu kemampuan setiap Kelompok yang mengi-
kuti berbeda-beda. 

Abstract
The Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning has a role 
to carry out the preparation and implementation of regional policies that are spe-
cific in the field of Natural Resources Development, Environment and Appropriate 
Technology, the field of Institutional and Social Culture society, community Economic 
Development field, the field of Women’s Empowerment and Family Planning field. 
This article analyzes the role of the Agency for Community Empowerment, Women 
and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family. This study uses 
empirical juridical approach. The results showed Agency for Community Empower-
ment, Women and Family Planning Semarang in enhancing Family Welfare has aligned 
with Mayor Regulation No. 46 of 2008. The results showed in its efforts in improving 
the welfare of the family, the Agency for Community Empowerment, Women and 
Family Planning Sub-Sector family Planning and Community Economic Development 
has trained groups like family Planning Bina Usaha Income Families, BKB, Elderly and 
family Development family Development Group of Teenagers. Bapermas, Women, KB 
every month has also conducted training, counseling and evaluating and monitoring 
these activities. Factors hindering the Agency for Community Empowerment, Women 
and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family is a lack of 
awareness of the public to participate in the Family Development Group is still lack-
ing, assistants is still very limited and the ability of each group who followed different.
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1. Pendahuluan

Berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/
MPR/1973, Pembangunan bertujuan un-
tuk mewujudkan kesejahteraan masya-
rakat yang dilaksanakan oleh pemangku 
kepentingan pembangunan terutama 
oleh aparat pemerintah sebagai pengem-
ban amanat untuk mewujudkan kesejah-
teraan. Konsep kesejahteraan terdapat di 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1974 yang memberi defenisi kesejahte-
raan sosial sebagai suatu tata kehidupan 
dan penghidupan sosial, material maupun 
spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 
kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin , 
yang memungkinkan bagi setiap warga untuk 
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan- 
kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial 
yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta 
masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-
hak atau kewajiban manusia sesuai dengan 
pancasila. Pasal 33 tentang sistem pereko-
nomian dan 34 tentang kepedulian Negara 
pada kelompok lemah ,menempatkan Ne-
gara sebagai pihak yang paling bertanggung 
jawab dalam mewujudkan kesejahteraan so-
sial. 

Berdasarkan defenisi di atas dapat di-
katakan bahwa kesejahteraan sosial senan-
tiasa menjadi tujuan pembangunan di Indo-
nesia yang diarsiteki oleh Negara ( welfare 
State ). Pengertian welfare  state,  atau negara 
kesejahteraan adalah negara yang pemerin-
tahannya menjamin terselenggaranya kese-
jahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kese-
jahteraan rakyatnya harus didasarkan pada 
lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (De-
mocracy). Penegakan Hukum (Rule of Law), 
perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan 
Sosial (Social Juctice)  dan anti diskriminasi 
karena terdapat hal-hal yang harus dipeliha-
ra dan dilindungi (Swasono, 2005:2). Di lain 
pihak hukum  diperlukan untuk menciptakan 
pola yang sesuai dengan pembangunan, agar 
perubahan yang diakibatkan oleh pemban-
gunan tersebut berjalan dengan tertib dan 
teratur. Selanjutnya guna menjamin agar ke-
giatan pembangunan dapat berjalan tertib, 
teratur, tepat sasaran dan berkesinambun-
gan diperlukan perencanaan pembangunan 

berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan 
yang telah ditetapkan (Friedman, 1967:70-
71).

Pemberdayaan masyarakat sangat ter-
gantung kepada kehidupan keluarga yang 
menjadi bagian inti dari masyarakat itu, Kon-
disi sejahtera terjadi manakala kehidupan 
keluarga aman dan bahagia karena kebutu-
han dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, 
tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipe-
nuhi; serta manakala keluarga memperoleh 
perlindungan dari resiko-resiko utama yang 
mengancam kehidupannya, sehingga keluar-
ga memiliki nilai strategis dalam pembangu-
nan nasional serta menjadi tumpuan dalam 
pembangunan manusia seutuhnya (Suyo-
no:2003). Masalah yang kita hadapi saat ini 
masih banyaknya keluarga di Indonesia ini 
yang berada dalam kondisi prasejahtera, 
adalah kewajiban kita semua untuk mening-
katkan mereka sehingga mencapai kesejahte-
raan keluarga.

Kesejahteraan keluarga adalah suatu 
kondisi dinamis dimana terpenuhi kebutu-
han fisik, materil, mental, spiritual dan sosial 
yang memungkinkan keluarga dapat hidup 
wajar sesuai dengan lingkungannya serta 
memungkinkan anak-anak tumbuh kem-
bang dan memperoleh perlindungan yang 
diperlukan untuk membentuk sikap mental 
dan kepribadian mantap dan matang sebagai 
sumber daya manusia yang berkualitas (De-
partemen Sosial RI,1995). Menurut Undang 
Undang Nomor 52 tahun 2009 Pasal 1 ayat 
(10) tentang Perkembangan kependudukan 
dan pembangunan dikatakan bahwa:

“Keluarga sejahtera adalah keluarga yang di-
bentuk atas perkawinan yang sah, mampu me-
menuhi kebutuhan spiritual dan materil yang 
layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
memiliki hubungan yang serasi, selaras dan 
seimbang antar anggota dan antar keluarga 
dengan masyarakat dan lingkungannya.”

Dari pengertian tersebut dapat disim-
pulkan bahwa keluarga sejahtera merupakan 
kondisi dimana kebutuhan primer dan kebu-
tuhan sekunder sudah terpenuhi dikehidu-
pan suatu keluarga dalam masyarakat. Kese-
jahteraan keluarga merupakan suatu upaya 
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untuk membantu keluarga dalam memenuhi 
kebutuhan  dasar, sosial, jasmani dan rohani 
agar dapat mencapai kesejahteraan.

Indonesia merupakan salah satu Nega-
ra berkembang yang ada di dunia. Masalah 
yang dihadapi Indonesia untuk mencapai ke-
makmuran sehingga menjadi sebuah Negara 
maju terus dihadapi, meskipun telah mele-
wati kurang lebih enam dekade tapi perjala-
nan lepas landas masih diambang pintu. Hal 
ini merupakan tantangan  bagi Indonesia agar 
tetap menyatukan tekad menuju visi Negara 
sebagai warga Negara Indonesia kita berhak 
memiliki keinginan untuk hidup yang mak-
mur dan berkewajiban menjalankan segala 
kebijakan yang telah ditetapkan harus dija-
lankan, diantaranya adalah Pemberdayaan 
khususnya di Bidang  Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. 

Peningkatan Ekonomi daerah akan 
menjadi tidak signifikan atau mempunyai 
nilai pada pertumbuhan ekonomi keluarga 
apabila secara bersamaan angka kelahiran 
menjadi tidak terkendaali. Tingat pertumbu-
han penduduk di Indonesia merupakan satu 
faktor penghambat menuju keselarasan den-
gan  Negara Maju. 

Kota Semarang merupakan suatu wi-
layah yang tidak luput dari sasaran program 
Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kelu-
arga Berencana dan Pengembangan Ekono-
mi Keluarga. Pelaksanaan program tersebut 
telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang 
lama. Untuk  meningkatkan perekonomian 
daerah program Keluarga Berencana dan 
memberdayakan ekonomi keluarga pun mu-
lai dijalankan. Peningkatan dan pemantapan 
kegiatan ekonomi produktif yang diselengga-
rakan keluarga diyakini akan dapat menjadi 
faktor pendorong pengembangan wilayah.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan 
Masyarakat dibidang Keluarga Berencana 
dan Pengembangan  Ekonomi Keluarga Kota 
Semarang diharapkan adanya peran serta 
dari berbagai pihak dengan dukungan lem-
baga pemerintah yang ada. Salah satu lem-
baga yang menangani permasalahan tersebut 
adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 
Semarang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sema-

rang Nomor 46 tahun 2008 Pasal 3 menyata-
kan bahwa :

“Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempu-
an dan Keluarga Berencana mempunyai peran 
untuk melaksanakan penyusunan dan pelak-
sanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik 
di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, 
Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang 
Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, 
bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, 
bidang Pemberdayaan Perempuan serta bi-
dang Keluarga Berencana.”

Urusan Keluarga Berencana dan Kelu-
arga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Beren-
cana menjadi tugas, pokok dan fungsi dari Bi-
dang Keluarga Berencana dan sebagian pada 
bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat. 

Pelayanan pemberdayaan KB dan 
Ekonomi Masyarakat meliputi Program pe-
nyiapan tenaga pendamping kelompok bina 
keluarga, untuk meningkatkan kuantitas dan 
kualitas tenaga pendamping kelompok bina 
keluarga melalui pendampingan Kelompok 
Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga 
Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKB) 
dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UUPKS) cakupan laporan Kelom-
pok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluar-
ga Sejahtera di 16 Kecamatan sebanyak 816 
yang aktif sebanyak 670 dengan jumlah ang-
gota 11.800, adapun anggota yang menerima 
bantuan modal sebanyak 9.692 (54,16%), 
adapun jenis usaha terdiri dari industri ru-
mah tangga, rumpun pertanian, jasa, perda-
gangan, kerajinan, makanan dan minuman.

Namun dalam pelaksanaannya masih 
sering terjadi hambatan-hambatan dalam 
menjalankan program ini. Hal ini disebab-
kan oleh hal-hal teknis dan non teknis yang 
dapat mempengaruhi misalnya, kurangnya 
kemampuan masyarakat dalam mengem-
ban menjalankan tugasnya, minimnya tenaga 
pendamping kelompok bina keluarga dan 
PLKB dalam melakukan penyuluhan serta 
penyediaan fasilitas yang terbatas. 

2. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini 
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dilakukan dengan cara observasi dan wawan-
cara kepada pihak yang bersangkutan dalam 
hal peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota 
Semarang dalam Meningkatkan Kesejahte-
raan Keluarga Menurut Peraturan Walikota 
Semarang Nomor 46 Tahun 2008 dilakukan 
pengolahan data dan analisis kemudian dita-
rik kesimpulan (Ashofa, 2003 : 32)

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peran Bapermades dan KB Dalam Menin-
gkatkan Kesejahteraan Keluarga

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Keluarga Berencana Kota Semarang meru-
pakan badan baru berdiri pada Tahun 2009 
yang mengemban tugas pelayanan dibidang 
pemberdayaan masyarakat, perempuan dan 
keluarga berencana serta mempunyai unit 
pelaksana teknis badan (UPTB) di 16 Keca-
matan.

Berdasarkan Perda Kota Semarang 
Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan 
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Se-
marang, Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan Dan Keluarga Berencana meru-
pakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
baru sebagai salah satu unsur perangkat 
pemerintah kota yang membidangi urusan 
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 
Keluarga Berencana sebagaimana tertuang 
dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 
46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas 
dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyara-
kat, Perempuan Dan Keluarga Berencana 
(BAPERMAS,PEREMPUAN & KB) Kota Sema-
rang .

Berdasarkan Peraturan Walikota Sema-
rang Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Penja-
baran Tugas dan Fungsi Badan Pemberda-
yaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga 
Berencana tertuang dalam Pasal 3 yaitu:

“Melaksanakan penyusunan dan pelaksa-
naan kebijakan daerah yang bersifat spesifik 
di bidang penyusunan Sumber Daya Alam, 
Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bi-
dang Kelembagaan dan Sosial Budaya Ma-
syarakat; bidang Pengembangan Ekonomi 
Masyarakat;bidang Pemberdayaan Perempu-

an serta bidang Keluarga Berencana.”

Secara teknis, Penyelenggaraan pela-
yanan masyarakat dibidang Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Beren-
cana yang melayani urusan-urusan sebagai 
berikut : 

Pertama, urusan pemerintahan umum 
tujuan dari program ini adalah untuk pening-
katan sistem pengawasan internal, dengan 
kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal 
secara berkala yang dirancang untuk digu-
nakan sebagai pedoman dalam mengawasi 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap bu-
lan.

Kedua urusan perencanaan program 
pengembangan data informasi, dengan ke-
giatan seperti pengembangan sistem infor-
masi profil kelurahan 

Ketiga urusan kesehatan program per-
baikan gizi masyarakat, dengan kegiatan 
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin 
. misalnya kegiatan posyandu pada balita, 
balita akan diberikan tambahan makanan 
empat sehat lima sempurna dan vitamin se-
tiap bulannya.

Keempat, urusan sosial program pem-
berdayaan kelembagaan kesejahteraan so-
sial, dengan kegiatan Peningkatan kapasitas 
dan jaring kelembagaan pemberdayaan pe-
rempuan dan anak (SERUNI) .

Kelima, urusan pemberdayaan perem-
puan  meliputi program pelayanan admi-
nistrasi Perkantoran, program peningkatan 
sarana dan prasarana aparatur, program pe-
ningkatan pengembangan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan, lalu program 
peningkatan pelayanan kedinasan koofesie-
sen daerah hijau, kemudian program kese-
rasian kebijakan peningkatan kualitas anak 
& perempuan, dengan kegiatan seperti Pe-
rumusan kebijakan peningkatan peran dan 
posisi perempuan dibidang politik dan jaba-
tan publik, program penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak 
dengan kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG 
bagi perempuan, penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan Gender dan Anak dan 
Peningkatan kapasitas & jaringan kelemba-
gaan pemberdayaan Perempuan Anak serta 
memamerkan hasil karya perempuan lalu 
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program Peningkatan kualitas hidup dan 
perlindungan perempuan dengan kegiatan 
Memfasilitasi upaya perlindungan perem-
puan terhadap tindak kekerasan kemudian 
program peningkatan peran serta dan kese-
taraan gender dalam pembangunan, dengan 
kegiatan Pembinaan organisasi perempuan 
dan peningkatan peran serta dan kesetaraan 
gender dan yang terakhir yaitu program pe-
ningkatan peran perempuan di perdesaan, 
dengan kegiatan Pelatihan perempuan di 
perdesaan dalam bidang usaha ekonomi pro-
duk.

Keenam, urusan keluarga berenca-
na dan keluarga sejahtera meliputi program 
Keluarga Berencana dengan kegiatan, peny-
ediaan pelayanan KB & alat kontasepsi bagi 
Keluarga Miskin dan Pembinaan KB, lalu Pro-
gram pembinaan peran serta masyarakat da-
lam pelayanan KB/KR yang mandiri dengan 
kegiatan memfasilitasi pembentukan kelom-
pok masyarakat peduli KB, dan program pe-
nyiapan tenaga pendamping kelompok bina 
keluarga, dengan kegiatan pelatihan tenaga 
pendamping kelompok bina keluarga di ke-
camatan dan pengadaan BKB Kit 

Ketujuh, urusan pemberdayaan ma-
syarakat meliputi, Program peningkatan ke-
berdayaan masyarakat desa dengan kegia-
tan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi 
Masyarakat Pedesaan(RT/RW) Dan  Lemba-
ga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan 
(LPMK), mengevaluasi pemberdayaan ma-
syarakat, menyusunan kebijakan dan strate-
gi pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi 
kegiatan penanggulangan kemiskinan,Bulan 
Bakhti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), 
dan penyusunan bahan dan konsep rancan-
gan perda kelembagaan masyarakat. Program 
pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 
dengan kegiatan memfasilitasi permodalan 
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 
penerapan dan pengembangan Teknologi 
Tepat Guna (TTG),melakukan pelatihan ket-
rampilan kewirausahaan bagi Kader Pember-
dayaan Masyarakat (KPM), memberdayaan 
kader pemberdayaan, memonitoring dan 
pelaporan penanggulangan kemiskinan dan 
Program peingkatan partisipasi masyarakat 
dengan kegiatan pembinaan kelompok ma-
syarakat pembangunan desa, TNI Manunggal 

Membangun Desa (TMMD), Program Pem-
bangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(P3MD) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) .

Terkait dengan Peran Badan Pember-
dayaan Masyarakat, Perempuan, dan Ke-
luarga Berencana ( Bapermas, Perempuan, 
& KB) Kota Semarang dalam meningkatkan 
kesejahteraan Keluarga, urusan Keluarga Be-
rencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 
Keluarga Berencana menjadi Tugas Pokok 
dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana dan 
Sebagian pada Bidang Pemberdayaan Eko-
nomi Masyarakat.

Peningkatan perekonomian daerah 
akan menjadi tidak signifikan pada pertum-
buhan ekonomi keluarga apabila secara 
bersamaan pertambahan jumlah penduduk 
menjadi tidak terkendali. Program Keluarga 
Berencana yang tertuang dalam Undang-un-
dang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkem-
bangan kependudukan dan pembangunan 
keluarga sejahtera merupakan upaya pening-
katan kepedulian dan peran serta masyarakat 
melalui pendewasaan usia perkawinan, pen-
gaturan kelahiran, pembinaan ketahanan ke-
luarga, peningkatan kesejahteraan keluarga. 

Pertumbuhan Penduduk mendorong 
Pemerintah dalam pemberdayaan Keluarga 
Berencana dengan perancangan Era Kebang-
kitan Keluarga Berencana, sejalan dengan hal 
tersebut amanat di dalam Undang-undang 
Nomor 25 Tahun  2000 Tentang program na-
sional bahwa Program KB mencakup 4 (em-
pat) program pokok yaitu Keluarga Berenca-
na, Kesehatan reproduksi remaja, Ketahanan 
dan Pemberdayaan Keluarga serta Penguatan 
Kelembagaan Kecil Berkualitas dan Jaringan 
KB. Urusan Keluarga Berencana dan Keluar-
ga Sejahtera pada Bapermas, Perempuan & 
KB, menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Bidang 
Keluarga Berencana & sebagian pada Bidang 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 

Program Keluarga Berencana yang ter-
tuang dalam Undang-undang Nomor 10 Ta-
hun 1992 tentang perkembangan kependu-
dukan dan pembangunan keluarga sejahtera 
merupakan upaya peningkatan kepedulian 
dan peran serta masyarakat melalui pende-
wasaan usia perkawinan, pengaturan kelahi-
ran, pembinaan ketahanan keluarga, pening-
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katan kesejahteraan keluarga. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis, Pelayanan Badan Pemberda-
yaan Masyarakat, Perempuan dan  Keluarga 
Berencana bidang Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera meliputi Program penyia-
pan tenaga pendamping kelompok bina ke-
luarga seperti yang tertera dalam Peraturan 
Walikota Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 23 
yang berbunyi :

“Pelaksanaan penyusunan penetapan sasaran 
penyelenggaraan, penumbuhan dan pengem-
bangan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Kelu-
arga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia(BKL) 
dan Usaha Peningkatan Pendaapatan Keluarga 
Sejahtera(UPPKS) guna untuk meningkatkan 
kualitas keluarga.”

 Pelayanan Pemberdayaan Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera diantara-
nya adalah program penyiapan tenaga pen-
damping kelompok bina keluarga di Keca-
matan, dengan adanya tenaga pendamping 
kelompok bina keluarga tersebut diharapkan 
mampu meningkatkatkan kuantitas dan kua-
litas kelompok bina keluarga.  

Pendampingan Kelompok Bina-bina 
sebagai berikut :

a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Sejahtera (UPPKS )

Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan dan Keluarga Berencana telah 
melakukan pelatihan pada kader UPPKS dis-
etiap Kecamatan. Terkait dengan persoalan 
tersebut Peneliti melakukan wawancara den-
gan Ibu Sri Supatmi Kasubag Bidang Pengem-
bangan Ekonomi Masyarakat pada tanggal 
9 Agustus 2016 yang lalu, Menurut Ibu Sri 
Supatmi Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 
Semarang sudah melakukan pelatihan pada 
tenaga pendamping kelompok usaha pening-
katan pendapatan keluarga sejahtera.

“Cakupan Kelompok Usia Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 16 
Kecamatan sebanyak 816, yang aktif sebanyak 
670 dengan jumlah anggota 11.800, adapun 
anggota yang menerima bantuan modal se-
banyak 9.692 (82,14%) dan berusaha sebesar 

6.391 (54,16%), adapun jenis usaha terdiri 
dari industry rumah tangga, rumpun perta-
nian, jasa, perdagangan, kerajinan, makanan-
minuman.”

Pemberdayaan ekonomi masyarakat 
merupakan bidang yang menangani hal yang 
terkait dengan upaya-upaya mengembang-
kan perekonomian masyarakat Kota Sema-
rang, khususnya masyarakat kecil. Berdasar-
kan Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 
Tahun 2008 Pasal 26 Sub Bidang Pengem-
bangan Ekonomi Masyarakat dan ketahanan 
keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :

“Menyiapkan bahan pembinaan teknis pe-
ningkatan pengetauhan, keterampilan, kewi-
rausahaan dan manajemen usaha bagi kelom-
pok UPPKS, menyiapkan bahan pelaksanaan 
pendampingan bagi kader kelompok UPPKS, 
menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan 
untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan 
manajemen serta pemasaran guna peningka-
tan UPPKS.”

Upaya pengembangan ekonomi masy-
arakat ini salah satunya dapat dilakukan den-
gan cara memberdayakan masyarakat secara 
umum dengan harapan menumbuhkan ini-
siatif pengembangan Usaha Kecil Menengah 
(UKM) baik pada tingkat perorangan maupun 
kelompok khususnya warga miskin agar bisa 
menjadi lebih sejahtera dan dapat mandiri 
dan adanya perkuatan jejaring penanggu-
langan kemiskinan untuk memperkuat keta-
hanan keluarga.  Salah satunya adalah UKM 
pembuatan Keset di Kecamatan Pedurungan, 
tepatnya di Kelurahan Muktiharjo Kidul  yang 
diketuai oleh Ibu Hj. Ramlan. Tujuan dari 
UPPKS adalah meningkatnya kesejahteraan 
keluarga khususnya keluarga prasejahtera 
(keluarga miskin) seperti yang disampaikan 
oleh beliau yang peneliti wawancarai pada 
tanggal 10 Agustus 2016 berikut ini :

“Meningkatknya jumlah modal usaha dalam 
pengembangan usaha kegiatan kelompok UP-
PKS, yang kedua meningkatnya jumlah kelom-
pok UPPKS yang memperoleh modal usaha, 
lalu meningkatnya jumlah anggota kelompok 
UPPKS yang berusaha, kemudian meningkat-
nya kualitas usaha kegiatan kelompok UPPKS, 
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dan meningkatnya kesejahteraan keluarga 
khususnya keluarga prasejahtera (keluarga 
miskin).”

 Dengan adanya program tersebut, Bi-
dang Keluarga Berencana dan Keluarga Se-
jahtera serta Pemberdayaan Ekonomi diha-
rapkan mampu mewujudkan kesejahteraan 
bagi keluarga di Kota Semarang.

UPPKS merupakan singkatan dari 
“Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera” dan merupakan salah satu pro-
gram dari Badan Koordinasi Keluarga Beren-
cana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Ibu Sri Supatmi 
Kasubag Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
menambahkan pengertian UPPKS adalah :

“UPPKS sendiri mempunyai pengertian seba-
gai Sekumpulan keluarga yang saling berinte-
raksi dan terdiri dari bebagai tahapan keluarga 
sejahtera, mulai dari keluarga Pra Sejahtera 
sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik 
yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang 
belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang 
berminat dalam rangka mewujudkan keluarga 
kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan ber-
bagai kegiatan usaha bersama dalam bidang 
usaha ekonomi produktif  (UEP).”

Di dalam Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 24 Dijelaskan 
bahwa :

“Pembinaan teknis peningkatan pengetauhan, 
keterampilan kewirausahaan dan manajemen 
usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan keluar-
ga Sejahtera I alas an Ekonomi dalam kelom-
pok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Sejahtera, pelaksanaan pendampingan bagim 
kader/ anggota kelompok Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera.”

Cakupan laporan Kelompok Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPPKS ) di 16 Kecamatan sebanyak 816, 
yang aktif sebanyak 670 dengan jumlah ang-
gota 11.800, adapun anggota yang meneri-
ma bantuan modal sebanyak 9.692 (82,14% 
) dan berusaha sebesar 6.391 (54,16% ), ada-
pun jenis usaha terdiri dari Industri rumah 
tangga, rumpun Pertanian, Jasa, Perdagan-
gan, Kerajinan, Makanan-minuman.  Menu-

rut Bu Sri Supatmi, upaya yang dilakukan Ba-
dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana dalam meningkatkan kesejahte-
raan keluarga melalui pelatihan kelompok 
bina keluarga

“Upaya yang kami lakukan melalui pe-
latihan, penyuluhan yang disampaikan  pada 
Ibu – ibu Kader UPPKS, UMKM, BKB, BKL, 
BKR, BLK melalui tenaga pendamping ke-
lompok bina keluarga diantaranya pelatihan 
pembuatan keset di Kelurahan Muktiharjo 
Kidul.”

	 Sejalan apa yang disampaikan oleh 
Ibu Sri Supatmi, Ibu Ramlan Kader UPPKS 
Kecamatan Pedurungan , Keluarahan Mukh-
tiharjo Kidul menambahkan : 

“Sasaran dalam kegiatan ini yaitu Ibu-ibu yang 
ikut KB dalam meningkatkan ekonomi keluar-
ga. Menurutnya Peran Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Beren-
cana sangat membantu dalam memberikan 
tenaga pendamping pelatihan pembuatan ke-
set di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan 
Pedurungan Kota Semarang Setiap Hari Selasa 
dan Sabtu pukul 10.00-12.00 di balai kelura-
han.”

Setiap bulan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Beren-
cana Kota Semarang  juga telah melakukan 
monitoring dalam kegiatan tersebut mela-
lui Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
(PLKB) jika ada keluhan dari salah satu kader 
PLKB akan menyampaikannya ke Bapermas, 
Perempuan, & KB.

b.Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL )
BKL adalah kelompok kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan keluarga yang memiliki lan-
jut usia dalam pengasuhan, perawatan dan 
pemberdayaan lansia agar dapat meningkat-
kan kesejahteraannya. melalui kepedulian 
dan peran keluarga dalam mewujudkan lan-
sia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi 
keluarga dan masyarakat.

Menurut Ibu Nur Hamidah, Kasubag 
Bidang Keluarga Berencana Bapermas, Pe-
rempuan, & KB Kota Semarang yang peneliti 
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wawancarai pada tanggal 9 Agustus 2016, 
BKL dilaksanakan adalah Pembinaan Usaha 
Ekonomi Produktif pda 241 Kelompok BKL 
di 16 Kecamatan dengan jumlah anggota 
8.552 anggota dengan sasaran BKL sejumlah 
67.959 KK, pendampingan yang dilaksana-
kan antara lain Pembinaan Usaha Ekonomi 
Produktif. Menurut penelitian yang dilakukan 
oleh Sony Akhmad N pada tahun 2011 ke-
lompok BKL  yaitu : 

“BKL merupakan kelompok sosial yang be-
rada di dalam lingkungan RW yang berusaha 
mengadakan perubahan dalam meningkatkan 
kepedulian dan peran serta keluarga dalam 
mewujudkan kesejahteraan lansia. Kegiatan 
yang dilakukan kelompok BKL adalah kegia-
tan agama, kesehatan, olahraga, keterampi-
lan, dan pertemuan lansia.”

 Namun berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti sendiri kegiatan ke-
lompok BKL yang berada di Kecamatan Ba-
nyumanik meliputi kegiatan kesehatan ya-
kni posyandu lansia yang diadakan setiap 1 
bulan sekali, dan pertemuan rutin BKL yang 
diadakan pada setiap bulan minggu ke-3. 
Tujuan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) ada-
lah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia 
melalui kepedulian dan peran keluarga da-
lam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepa-
da Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif 
dan bermanfaat bagi keluarga dan masyara-
kat. Sasarannya yaitu setiap keluarga yang 
memiliki lansia dan keluarga yang seluruh 
anggotanya terdiri dari lanjut usia.

Selanjutnya Peneliti melakukan wa-
wancara dengan Ibu Hendrastuti Kader BKL 
di Kecamatan Banyumanik Semarang  yang 
peneliti wawancarai pada tanggal 11 Agustus 
2016,  menurutnya Peran Badan Pemberda-
yaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga 
Berencana Kota Semarang  sangat membantu 
kegiatan BKL ini.

 “Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat , 
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Se-
marang Sangat Membantu kegiatan Bina Kelu-
arga Sejahtera ini,setiap bulan ada monitoring 
dari PKLB Mbak, jika ada keluhan keluhan 
yang ada kita sampaikan PLKB lalu PLKB me-
nyampaikannya ke Bapermas”

	 Upaya yang dilakukan BKL dan Ba-
dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 
dan Keluarga Berencana ( BAPERMAS & KB 
) Kota Semarang dalam meningkatkan kese-
jahteraan keluarga yaitu dengan memberi 
penyuluhan kepada masyarakat secara lang-
sung tentang manfaat dari kegiatan ini.

c.Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB )
Bina keluarga balita adalah kegiatan 

yang khusus mengelola tentang  pembinaan 
tumbuh kembang anak melalui pola asuh 
yang benar berdasarkan kelompok umur, 
yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan 
berada ditingkat RW.  Menurut Undang-Un-
dang No 52 Tahun 2009 Dalam Pasal 48 ayat 
(1) huruf a menyatakan  bahwa : 

“Berkaitan dengan pembangunan keluarga 
yang dilaksanakan melalui pembinaan ketaha-
nan dan kesejahteraan keluarga dengan cara 
peningkatan kualitas anak, pemberian akses 
informasi, pendidikan, penyuluhan dan pe-
layanan tentang perawatan, pengasuhan dan 
perkembangan anak.”

Sejalan dengan penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Pramudya Ariesta pada 
tahun 2011 Peran kader BKB dalam upaya 
pembinaan kesejahteraan keluarga melalui 
layanan BKB dengan simpulan sebagai beri-
kut:

“sesudah mengikuti kegiatan Bina Keluarga 
Balita (BKB) bahwa dengan adanya kegiatan 
BKB pertumbuhan, perkembangan dan pen-
gasuhan menjadi optimal. Komponen pendu-
kung peserta kegiatan antusias, partisipasi dari 
masyarakat dan pemerintah setempat sangat 
mendukung.”

Menurut Ibu Sri Supatmi Kepala Kasu-
bag. Bagian KB & Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Badan Pemberdayaan Masya-
rakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kota Semarang yang peneliti wawancarai 
pada tanggal 9 Agustus 2016, tujuan Bina 
Keluarga Balita (BKB) adalah :

“untuk meningkatkan pengetahuan, keteram-
pilan, kesadaran dan sikap   orang tua serta 
anggota keluarga untuk mempersiapkan pen-



Pandecta. Volume 12. Nomor 2. December 2017

143

didikan anak usia 0-5 tahun dalam rangka 
menumbuh kembangkan kecerdasan balita. 
Sebagai orang tua baru atau orang tua muda 
banyak diantara saudara kita yang belum me-
mahami pola asuh dan tumbuh kembang anak 
yang baik. Untuk itu pemerintah menyedia-
kan program ini untuk mereka sehingga akan 
memberikan manfaat kepada mereka. Di Se-
marang Ada 291 Kelompok di 16 Kecamatan, 
yang aktif ada 277 kelompok dengan 1.762 
kader, dari jumlah tersebut kader yang terlatih 
sebanyak 1200 orang sedangkan kader yang 
belum ada 562 kader, jumlah ibu ibu peserta 
Bina Keluarga Balita ini sejumlah 10.878 pe-
serta.”

	 Dari pernyataan tersebut peneliti me-
nyimpulkan bahwa BKB dilaksanakan untuk 
menumbuh kembangkan kecerdasan anak, 
dan sebagai pedoman bagi orang tua untuk 
mengetauhi pola asuh dan tumbuh kembang 
anak yang baik.

Salah satu kelompok Bina Keluarga Ba-
lita yang peneliti wawancarai pada tanggal 
13 Agustus 2016, yaitu kelompok BKB yang 
berada di Kecamatan Pedurungan Semarang, 
dengan salah satu seorang kader yaitu Ibu 
Zaneng Maesaroh. Menurutnya, upaya yang 
dilakukan oleh BKB dalam meningkatkan ke-
sejahteraan Keluarga  dengan memberi peny-
uluhan kepada masyarakat secara langsung, 
jika ada penyelewengan atau penyimpangan 
atau keluhan dari para kader, biasanya per-
wakilan dari kader ini akan melaporkanya 
lewat PLKB.

“Upaya yang kami lakukan yaitu dengan 
memberi penyuluhan kepada masyarakat 
secara langsung tentang manfaat dari kegia-
tan BKB ini terutama bagi para Ibu-ibu yang 
memiliki anak yang masih balita, setiap bulan 
kami juga mengadakan posyandu, lalu setiap 
minggu ketiga ada pertemuan di Kecamatan 
dan kami akan  melaporkanya ke PLKB.”

Ibu Zaneng menambahkan kegiatan 
BKB yang sangat aktif dijalankan yaitu kegia-
tan kesehatan balita, seperti posyandu balita 
yang dilakukan 1 bulan sekali di rumah kelu-
arga kader BKB, pada kegiatan tersebut pen-
eliti mengamati bahwa kegiatan tersebut ber-
jalan dengan lancar, para balita ditimbang,  

dan mendapatkan vitamin A+, dan men-
dapatkan makanan sehat 4 sehat lima sem-
purna. Di Kecamatan Pedurungan sejauh ini 
jarang terjadi gizi buruk pada balita. Hal ini 
menunjukkan keberhasilan dari Bapermas, 
Perempuan dan KB Kota Semarang dan Ka-
der BKB dalam meningkatkan kesejahteraan 
pada keluarga khususnya balita.

d. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR )
Menurut Ibu Sri Supatmi Kepala Ka-

subag. Bagian Pemberdayaan Ekonomi Ma-
syarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota 
Semarang, Bina keluarga remaja  (BKR) ada-
lah kegiatan yang dilakukan oleh sekelom-
pok  keluarga/orangtua untuk meningkatkan 
bimbingan/pembinaan tumbuh kembang re-
maja  secara baik dan terarah dalam rangka 
membangun  keluarga  yang berkualitas.  Re-
maja  adalah masa peralihan dari anak me-
nuju dewasa. 

“Sasaran dalam kegiatan ini yaitu Ibu-ibu pe-
serta KB yang memiliki anak remaja usia 10-
24 tahun. Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 
152 Kelompok dengan 223 Kader yang terla-
tih dan 295 belum terlatih sedangkan jumlah 
anggota BKR sejumlah 4.962.”

Tujuan diadakannya kegiatan BKR , 
menurut Ibu Sulistyowati, kader BKR di Ke-
camatan Gayamsari yang peneliti wawanca-
rai pada tanggal 13 Agustus 2016 BKR ada-
lah usaha untuk meningkatkan pengetahuan 
anggota keluarga terhadap kelangsungan 
perkembangan anak remaja,diantaranya yai-
tu tentang pentingnya hubungan yang setara 
dan harmonis pada satu keluarga dalam rang-
ka pembinaan kepribadian anak dan remaja.

“Selain untuk mengisi luang kegiatan ini juga 
untuk menambah wawasan dan pengetauhan, 
kegiatan ini dikhususkan bagi ibu-ibu peserta 
KB yang mempunyai anak remaja dan ingin 
meningkatkan kesejahteraan keluarganya”

Setiap bulan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Beren-
cana Kota Semarang  juga telah melakukan 
monitoring dalam kegiatan kelompok-kelom-
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pok bina keluarga melalui Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana (PLKB) dari Kecamatan 
jika ada keluhan dari salah satu kader PLKB 
akan menyampaikannya ke Bapermas, Pe-
rempuan, & KB. Ibu Sri Supatmi Kasubag 
Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat 
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempu-
an, dan Keluarga Berencana Kota Semarang 
menambahkan, selama ini belum pernah ter-
jadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam 
pelaksanaan kegiatan –kegiatan ini.

“Selama ini belum pernah ada suatu penye-
lewenganpun yang dilakukan baik dilakukan 
oleh instansi Badan Pemberdayaan Masya-
rakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana 
kota Semarang ataupun yang dilakukan oleh 
kelompok bina keluarga dalam kegiatan-ke-
giatan ini, jika misalnya ada kita selesaikan 
dengan jalur kekeluargaan secara baik-baik 
sajalah.”

Selama ini belum pernah terjadi pe-
langgaran hukum yang dilakukan oleh 
instansi, beliau menambahkan jika permasa-
lahan yang dihadapi masih tergolong ringan 
diselesaikan secara kekeluargaan tetapi jika 
sudah berat akan ditempuh ke jalur hukum. 
Hal ini  sudah sangat sangat sesuai dengan 
Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008 
tentang Penjabaran tugas, dan fungsi pokok 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Ke-
luarga Berencana Kota Semarang. Cakupan 
kinerja secara umum pada Kelompok Bina 
Keluarga dapat dilihat pada tabel 1.

Dari Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa 
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempu-
an dan Keluarga Berencana Kota Semarang 
telah menjalankan perannya untuk mening-
katkan kesejahteraan di Kota Semarang, 
namun masih saja ada faktor yang mengham-

bat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 
Nampaknya kesadaran masyarakat untuk 
ikut berpartisipasi masih kurang, faktor lain 
yang menjadi alasannya antara lain seperti 
penjelasan dibawah ini.

Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan potensi dan kendala ser-
ta peluang dan tantangan serta aspirasi dan 
pengalaman Badan Pemberdayaan Masyara-
kat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Ba-
permas Perempuan & KB ) Kota Semarang, 
terdapat kata kunci yang melandasi visi dari 
Bapermas Perempuan & KB Kota Semarang. 
Kata kunci tersebut adalah Integrasi dan si-
nergi, dengan adanya kedua hal tersebut di-
harapkan mampu membawa perubahan cara 
berfikir (mindset ) masyarakat.

 Organisasi Bapermas, Perempuan dan 
KB berasal dari berbagai latar belakang or-
ganisasi yang hanya bisa ditempuh  secara 
bersama dan terpadu. Integrasi dan siner-
gi dimanifestasikan dalam perumusan dan 
implementasi program atau kegiatan yang 
diadakan oleh Bapermas Perempuan & KB di 
Kota Semarang. Integrasi dan sinergitas pro-
gram atau kegiatan yang dilakukan oleh Ba-
permas Perempuan & KB Kota Semarang da-
pat diwujudkan dalam bentuk integrasi lokasi 
atau area, integrasi pembiayaan dan integrasi 
waktu pelaksanaan.

Kemudian, integrasi dan sinergitas 
diharapkan dapat menciptakan efektifitas 
pelaksanaan dan maksimasi hasil program 
atau kegiatan yang nyata ditengah-tengah 
keterbatasan pembiayaan program 
pembangunan. Sehingga diharapkan agar 
program-program yang telah dijalankan 
dapat diteruskan secara kuantitas maupun 

Tabel 1. Cakupan kinerja secara umum pada Kelompok Bina Keluarga
No. Indikator kinerja Tahun 2014 Tahun 2015
1 Jumlah anggota UPPKS yang aktif 523 517
2 Jumlah Anggota UPPKS 6.920 6.890
3 Jumlah Anggota UPPKS yang menerima bantuan modal 225 50
4 Jumlah Kelompok BKB yang aktif 318 313
5 Jumlah Kelompok BKR yang aktif 166 165
6 Jumlah Kelompok BKL yang aktif 314 310
7 PLKB 74 61
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kualitasnya. Secara kuantitas program 
atau kegiatan yang dilakukan dapat 
diterapkan pada lokasi atau wilayah yang 
memerlukan. Secara kualitas program 
atau kegiatan yang sudah diterapkan di 
suatu lokasi harus selalu dimonitoring dan 
dievaluasi untuk ditingkatkan kinerjanya 
secara nyata. Kemudian program-
program pemberdayaan masyarakat dan 
penerapan tentang apa yang dihasilkan 
tidak hanya berorientasi pada upaya 
pengalihan potensi ekonomi, namun 
juga menekankan pada pertumbuhan 
kesadaran masyarakat dalam upaya-
upaya pelestarian lingkungan hidup.

Menurut pertimbangan diatas maka 
yang diharapkan oleh Bapermas Perempu-
an & KB adalah Terwujudnya Keterpaduan 
Program Pemberdayaan Masyarakat, Perem-
puan & Keluarga Berencana Menuju Masya-
rakat Sejahtera. Upaya yang harus dilakukan 
Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang 
dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga 
adalah menggali potensi masyarakat, kearifan 
tradisional, dan menumbuhkan kesadaran 
masyarakat dalam berpartisipasi dalam pem-
bangunan Kota Semarang dibidang pengem-
bangan ekonomi, pelaksanaan KB lalu untuk 
meningkatkan kapasitas kelembagaan ma-
syarakat dan peran serta perempuan dalam 
pengembangan ekonomi, dan pelaksanaan 
KB melalui program pelatihan kelompok bina 
keluarga. 

Kemudian perlu memperkuat jejaring 
kelembagaan pengembangan ekonomi dan 
pelaksanaan KB dengan merumuskan, me-
laksanakan dan melakukan monitoring, eva-
luasi program dan kegiatan pengembangan 
ekonomi dan pelaksanaan KB, serta men-
gembangkan dan melakukan pembinaan 
pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penegakan 
Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2008 
tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan 
Keluarga Berencana Kota semarang terdapat 
berbagai faktor penghambat yang dihadapi 
dalam pelaksanaan perannya untuk mening-
katkan kesejahteraan keluarga, faktor terse-
but diantaranya sebagai berikut di bawah ini:

a.  Faktor Eksternal
Peneliti melakukan wawancara dengan 

Ibu Nur Hamidah Kasubag Keluarga Beren-
cana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pe-
rempuan, dan Keluarga Berencana yang pen-
eliti wawancarai pada tanggal 9 Agustus 2016 
menurut beliau, tingkat partisipasi  masyara-
kat kota Semarang dalam mengikuti program 
ini setiap tahun terjadi penurunan

“Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang 
dalam mengikuti program bina keluarga masih 
sangat kurang, dari tahun 2014 sebesar 7.708 
dan pada tahun 2015 terjadi penurunan ku-
rang lebih 20 orang yakni, 7.688 orang  yang 
berpartisipasi dalam kegiatan ini.” 

Dari pernyataan diatas, sangat jelas 
bahwa permasalahannya adalah kurangnya 
kesadaran dan partisipasi dari masyarakat un-
tuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun, hal 
itu tidak sejalan dengan penelitian yang per-
nah dilakukan oleh Pramudya Ariesta pada 
tahun 2011,  menurutnya penyebabnya ada-
lah jumlah kader yang kurang dan waktu pe-
laksanaan kegiatan yang kurang efektif.

“Partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam 
mengikuti program bina keluarga dari tahun 
ketahun mengalami penurunan, hal ini   di-
karenakan oleh jumlah kader yang kurang 
sehingga kegiatan tidak efektif dan waktu pe-
laksanaan kegiatan yang kurang efisien, para 
kader mengikuti kegiatan atas kemauannya 
sendiri.” 

Seperti yang dikatakan Ibu Sri Supatmi 
Kasubag Bidang Pemberdayaan Ekonomi Ma-
syarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, dan Keluarga Berencana yang 
peneliti wawancarai pada tanggal 9 Agustus 
2016 dengan menyatakan bahwa :

“Setiap orang memiliki kharakteritis sendi-
ri-sendiri yang tidak sama, apalagi disetiap 
kelompok bina keluarga ini, karena setiap 
kelompok memiliki kemampuan yang berbe-
da-beda, tidak semuanya aktif dalam kegiatan 
ini, lalu mereka juga kurang berminat dalam 
mengembangkan dirinya.”

Secara eksternal permasalahan yang 
dihadapi dan sekaligus merupakan tantan-
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gan dimasa mendatang, salah satunya adalah 
merubah pola pikir masyarakat untuk mau 
memandirikan atau memberdayakan dirinya 
sendiri atau kelompoknya untuk mampu ber-
saing dan menghadapi terhadap dinamika 
perubahan sosial ekonomi sehingga mampu 
berdaya saing menuju pemenuhan kesejah-
teraan masyarakat. Ibu Sri Supatmi menam-
bahkan bahwa banyak masyarakat yang su-
sah untuk diajak bergerak atau sangat pasif 
dalam kegiatan ini.

“Kurangnya minat dari anggota kelompok 
dalam mengembangkan hasil pelatihan dan 
penyluhannya, karena kemampuan yang 
berbeda-beda tadi, banyak yang berhenti 
melakukan kegiatan ini ditengah jalan karena 
merasa kurang mampu atau kurang terampil 
dalam kegiatan tersebut.”

Permasalahan tersebut dikarenakan 
kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pe-
laksana dan terbatasnya dukungan anggaran 
bagi pengembangan kegiatan Kelompok Bina 
Keluarga.

b. Faktor Internal
Secara internal peningkatan sinkronasi 

dan koordinasi antar bidang perlu diintensif-
kan agar kapabilitas pelayanan pemberda-
yaan masyarakat, perempuan dan keluarga 
berencana dapat lebih memfasilitasi kebutu-
han masyarakat. 

Banyaknya kegiatan oleh pemangku 
kepentingan dalam musrembang ternyata ti-
dak banyak yang diakomodir karena kurang-
nya anggaran dan kurangnya personel pega-
wai banyak mempengaruhi tingkat kesulitan 
dalam pencapaian target pekerjaan yang 
harus dilaksanakan. Di kota Semarang pada 
tahun 2015 baru 50 kelompok UPPKS yang 
telah menerima bantuan modal dari 523 
kelompok UPPKS yang aktif  jumlah anggo-
ta UPPKS yang aktif sebanyak 6.890 orang. 
Salah satu kelompok UPPKS yang meneri-
ma bantuan modal yaitu kelompok UPPKS 
pembuatan keset di Kecamatan Pedurungan 
Semarang. Menurut Ibu Sri Supatmi Kasubag 
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
masih banyak kendala dan hambatan yang 
dihadapi oleh kelompok bina keluarga

“Walaupun program kelompok bina keluarga 
ini sudah berjalan puluhan tahun dan sempat   
berganti-ganti nama usaha pemerintah ini ma-
sih menemui banyak kendala dan hambatan 
sehingga banyak kelompok yang bisa dibilang 
mati atau tidak berjalan sama sekali.”

Banyak usaha yang telah dilakukan 
oleh masyarakat secara individual maupun 
berkelompok untuk keluar dari kemiskin-
an namun mengalami kegagalan, keinginan 
masyarakat secara umum untuk keluar dari 
jebakan kemiskinan tersebut sulit dilakukan 
karena rendahnya kapasitas masyarakat yang 
bersangkutan. Kegagalan-kegagalan tersebut 
selanjutnya menciptakan sikap apatis yang 
ada dimasyakarat. 

Problem lain sebagai pemicu kegaga-
lan masyarakat untuk keluar dari jebakan ke-
miskinan dan menuju kemandirian yaitu ku-
rangnya pihak penyuluh dan Pelatihan bagi 
Kelompok Bina Keluarga dalam memberikan 
penyuluhan permasalahan tentang Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera. 

Dari sisi pelaksanaan Peran Bapermas, 
Perempuan dan KB Kota Semarang dalam 
meningkatkan kesejahteraan keluarga seca-
ra umum sudah dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008. 
Melalui program tenaga pendamping kelom-
pok bina keluaraga seperti, Usaha Peningka-
tan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), 
Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Re-
maja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). 
Setiap bulan selalu diadakan pelatihan dan 
penyuluhan oleh tenaga pendamping bina 
keluarga, namun inti dari permasalahan pro-
gram ini sendiri yaitu peningkatam pereko-
nomian keluarga yang kurang berhasil. 

Sedangkan yang menjadi permasala-
han dihadapi oleh kelompok bina keluarga, 
khususnya pada kelompok Usaha Peningka-
tan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 
dalam menjaga keberlanjutan program ini. 
Diantaranya adalah modal yang relatif kecil, 
kurangnya kegiatan pelatihan untuk teknolo-
gi tepat guna, dan pemasaran produk yang 
sebagian besar adalah hasil produk lokal se-
hingga membuat kegiatan ini tidak berjalan 
dengan lancar. 

Hal ini disebabkan karena terbatasnya 
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jumlah tenaga pendamping kelompok bina 
keluarga di Bapermas, Perempuan, KB kota 
Semarang. Saran yang dapat diberikan pada 
program-program pendukung kelompok bina 
keluarga adalah perlu adanya penambahan 
tenaga pendamping kelompok bina keluar-
ga agar masalah tersebut bisa dikurangi, hal 
ini sejalan dengan yang pernah disampaikan 
oleh Affan Hudaya, 2010  ia meneliti tentang 
Program Usaha Peningkatan Pendapatan Ke-
luarga Sejahtera di Kecamatan Gajahmung-
kur Kota Semarang yaitu :

“disamping memonitoring dan evaluasi se-
mestinya dilakukan secara periodik sehing-
ga kekurangan- kekurangan atau kelemahan 
program dapat dicarikan pemecahannya agar 
pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pen-
dapatan Keluarga Sejahtera dapat berjalan se-
cara optimal.”

Dari hasil penelitian ini peran Baper-
mas , Perempuan & KB Kota Semarang dalam 
meningkatkan kesejahteraan keluarga sudah 
berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota 
Nomor 46 Tahun 2008. Setiap bulan Baper-
mas, Perempuan, dan KB Kota Semarang se-
lalu  melalukan evaluasi dan memonitoring 
kegiatan kelompok bina keluarga. Kemudian 
mengkaji kendala-kendala apa saja yang dia-
lami oleh kelompok bina keluarga melalui 
petugas PLKB yang ada di setiap   kecamatan 
di kota Semarang. Hal ini  juga sejalan den-
gan yang disampaikan oleh responden dari 
kader-kader kelompok bina keluarga.

 Namun Badan Pemberdayaan Masy-
arakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 
harus lebih berperan aktif yakni perlu me-
ningkatkan tenaga pelatihan dan penyuluhan 
di lapangan. Selain itu perlu dilaksanakan pe-
nambahan anggota pelatihan usaha pening-
katan pendapatan keluarga dan penyuluhan 
keluarga berencana atau adanya penamba-
han personel pelaksanaan di lapangan kelu-
rahan atau kecamatan untuk dapat menjang-
kau seluruh kawasan di kota Semarang.

4. SIMPULAN

1.	 Peran Efektif Badan Pemberdayaan 
Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga 
Berencana dalam meningkatkan 

Kesejahteraan Keluarga telah berjalan 
sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 
46 Tahun 2008, dalam usahanya Badan 
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, 
dan Keluarga Berencana Sub Bidang 
Keluarga Berencana dan Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat Kota Semarang 
telah membentuk Tenaga Pendamping 
Kelompok Bina Keluarga Berencana seperti 
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina 
Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok 
Bina Keluarga Remaja (BKR). Bapermas, 
Perempuan, & KB Kota Semarang setiap 
bulan juga telah mengadakan pelatihan 
bagi kelompok UPPKS, penyuluhan KB 
dan mengevaluasi serta  memonitoring 
kegiatan tersebut.

2.	 Kendala dan Faktor Penghambat 
Bapermas, Perempuan, dan KB dalam 
meningkatkan kesejahteraan keluarga 
adalah kurangnya kesadaran masyarakat  
untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
Kelompok Bina Keluarga. Kemudian tenaga 
pelatihan UPPKS masih sangat terbatas, 
lalu kemampuan setiap Kelompok yang 
mengikuti Pelatihan UPPKS berbeda-
beda.  Ada peserta yang kurang berminat 
dalam mengembangkan hasil pelatihan 
dan tidak melanjutkan program. Masalah 
yang terakhir adalah kurangnya pihak 
PLKB dalam memberikan penyuluhan 
permasalahan tentang kelompok bina 
keluarga. Hal inilah yang seharusnya 
menjadi tugas yang harus diselesaikan 
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota 
Semarang.
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